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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan 

daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan 

pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat 

Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang 

memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran 

yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas 

dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman 

kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. 

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah 

dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan 

yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang 
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diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan 

rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas 

perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada 

Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra 

Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah 

juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta 

Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah 

adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk 

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), 

yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum 

Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS). 

1.2 Landasan Hukum 

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 

2023 disusun dengan berdasarkan pada: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
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4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4723); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun   

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun   2019, 

Tambahan Lembaran   Negara   Republik Indonesia Nomor 

6323); 

12. Peraturan   Presiden   Nomor   87   Tahun   2014   tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447). 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 

Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten 

Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banjarnegara Tahun 2012 No. 2 Seri E);  

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 
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Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 

Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);  

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Banjarnegara Nomor 233);  

1.3 Maksud Dan Tujuan 

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 

2024 disusun dengan maksud untuk : 

a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 ke 

dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang 

diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 

2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2024; 

b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya 

daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui 

penerapan anggaran berbasis kinerja. 
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Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah 

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam 

Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 

2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun 

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

Tahun Anggaran 2024; 

b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan 

kegiatan Tahun 2024; 

c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

1.4 Sistematika Penulisan 

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 

2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu 

sebagai berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

  Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, 

maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat 

Daerah, serta sistematika dokumen Renja 

Perangkat Daerah. 

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 

TAHUN LALU 

  
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat 

Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat 

Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat 

Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan 
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fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap 

rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan 

program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-

pokok DPRD. 

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 
 

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, 

tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta 

program dan kegiatan tahun 2024. 

BAB 4 : 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAERAH 

  
Memuat rencana program dan kegiatan prioritas 

Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam 

rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat 

Daerah dan sasaran RKPD. 

BAB 5 : 
PENUTUP 

  
Memuat catatan penting yang perlu mendapat 

perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak 

lanjut. 
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BAB II   

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PELAKSANAAN 

PERANGKAT DAERAH  TAHUN LALU 2022 

 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah  Tahun 2022 

Dan Capaian Renstra BPBD Kabupaten Banjarnegara. 

 

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten 

Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab 

permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara 

yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan 

fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan 

Perangkat Daerah meliputi urusan Urusan Pemerintah Bidang 

Keteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan 

Masyarakat Sub Urusan Bencana. 

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang tercantum 

dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 dengan total 

anggaran sebesar Rp. 5.519.804.166-, Program/kegiatan/sub 

kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan 

pembangunan daerah yang meliputi:  

1. Pada tahap pra bencana meliputi pencegahan dan 

kesiapsiagaan; 

2. Saat terjadi bencana meliputi kedaruratan dan logistik; 

3. Pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.  

Dari 2 program, 10 kegiatan, dan 23 sub kegiatan yang 

dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tersebut, 

program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk 

dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 

Anggaran 2022  terdiri dari 2 program, 9 kegiatan, dan 22 sub 

kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 5.189.804.166-, 
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Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 

2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan 

atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau  

pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan 

atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan 

kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah 

rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 2 program, 10 

kegiatan, dan 22 sub kegiatan,  walaupun bertambah satu sub 

kegiatan, namun ada satu sub kegiatan yang dihapus yaitu 

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 

Kabupaten/Kota dikarenakan anggarannya tidak mencukupi 

sehingga dialihkan untuk kegiatan lainnya, oleh karena itu  

jumlah sub kegiatnnya tetap yaitu 22 sub kegiatan dengan total 

anggaran sebesar Rp. 5.519.804.166,- bertambah sebesar Rp. 

330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Pada 

Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, 

program/kegiatan/sub kegiatan yang bertambah meliputi : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mendapat 

tambahan sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua 

juta rupiah) 

2. Program Penanggulangan Bencana bertambah sebesar Rp. 

198.000.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah). 

Pelaksanaan dan Kegiatan yang dilaksanakan BPBD 

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 tercatat adanya hasil yang 

baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan 

target maupun yang tidak memenuhi target. 

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target 

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (tidak ada yang 

tidak tercapai); 
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2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target 

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 

Tabel 2. 1 Realisasi program/kegiatan/sub-kegiatan  
yang memenuhi target kinerja tahun 2022 

No 

Urusan/Bidang 
Urusan dan 

Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator 

Target dan Realisasi Kinerja 
Program dan Kegiatan Tahun 

2022 
 

Target 
Renja 

Perangkat 

Daerah 
tahun 

Realisas
i Renja 
Perangk

at 
Daerah 

Tingkat 
Realisa

si (%) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)  

 URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

 

 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   

 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah   

1 

Sub Kegiatan Koordinasi 
dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah laporan 
capaian capaian 

kinerja dan 

ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 

8 dokumen  
8 

dokumen  
100%  

 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangakat Daerah   

2 
Sub Kegiatan 
Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN  

Jumlah gaji dan 
tunjangan ASN 

yang terbayarkan  

26 orang 26 orang  100%  

3 

Sub Kegiatan 

Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD  

Jumlah pelaksana 

penatausahaan 
keuangan yang 

terbayar  

7 orang 7 orang  100%  

4 

Sub Kegiatan Koordinasi 

dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulan/Sem

ester  

Jumlah dokumen 
keuangan yang 

tersusun  

2 dokumen  
2 

dokumen  
100%  

 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah   

5 

Sub Kegiatan 

Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor  

Jumlah bahan 

logistik kantor 

yang terpenuhi  

12 paket  12 paket  100%  

 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan   

6. 
Sub Kegiatan Pengadaan 

Peralatan dan Mesin 

Jumlah peralatan 

dan Mesin yang 
tersedia 

8 paket 8 Paket 100 %  

 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   

7 

Sub Kegiatan 
Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik  

Jumlah 

penyediaan jasaa 
komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik yang 
terpenuhi 

3 paket  3 paket  100%  

8 

Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 
Kantor  

Jumlah jasa 

tenaga 

administrasi yang 
terbayar 

17 orang  17 orang  100%  

 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah  

 

9 

Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 
Lapangan  

Terpeliharanya 
kendaraan 

dinas/operasional  

21 unit  21 unit 100 %  
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No 

Urusan/Bidang 
Urusan dan 

Program/Kegiatan/ 
Sub Kegiatan 

Indikator 

Target dan Realisasi Kinerja 

Program dan Kegiatan Tahun 
2022 

 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 

Realisas
i Renja 

Perangk
at 

Daerah 

Tingkat 

Realisa
si (%) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)  

10 

Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 

Lapangan  

Terbayarkannya 
jumlah pajak 

kendaraan 

diasn/operasional  

21 unit  23 unit  
109,52

% 
 

11 
Sub Kegiatan 
Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya  

Jumlah peralatan 
dan mesin lainnya 

yang terpeliharan  

3 paket  3 paket  100%  

12 

Sub Kegiatan 

Pemeliharaan/Rehabilit

asi Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya  

Jumlah gedung 

kantor dan 

bangunan lainnya 
yang terpelihara  

2 paket  2 paket  100%  

 ROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA  

 Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota  

13 

Sosialisasi, Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi 
(KIE) Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota (Per 

Jenis Ancaman Bencana 

Jumlah warga 

negara termasuk 
kelompok rentan 

di kawasan rawan 

bencana bencana 
Kabupaten/Kota 

yang memperoleh 

sosialisasi, 
komunikasi, 

informasi dan 

edukasi sesuai 
jenis ancaman 

bencana yang ada 

di kawasan 
tempat tinggalnya 

selama 1 (satu) 
tahun 

5 desa 5 desa 100% 

 

 

 

 
 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana  

14 

Sub Kegiatan Penguatan 
Kapasitas Kawasan 

untuk Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 

Jumlah Kawasan 

yang Ditingkatkan 
Kapasitasnya 

dalam 

Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 

Bencana 

10 desa 14 desa 140% 

 

 

 

 
       

15 

Sub Kegiatan Gladi 

Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana 

 
Jumlah Aparatur 

dan Warga Negara 

yang Mengikuti 
Gladi 

Kesiapsiagaan 

120 orang 
120 

orang 
100% 

 

 

 

16 

Sub Kegiatan 

Penyediaan Peralatan 
Perlindungan dan 

Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana 
kabupaten/kota 

Jumlah Peralatan 

Penyelamatan Diri 
bagi Individu 

Warga Negara, 

Keluarga, 
maupun Petugas 

sesuai dengan 

jenis ancaman 
bencana di 

kawasan tempat 
tinggalnya 

1 paket  1 paket  100% 

 

 

 

 

 

 

 

17 
Sub Kegiatan Pelatihan 
Pencegahan dan Mitigasi 

Jumlah warga 
negara termasuk 

 
 

180 
orang 
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No 

Urusan/Bidang 
Urusan dan 

Program/Kegiatan/ 
Sub Kegiatan 

Indikator 

Target dan Realisasi Kinerja 

Program dan Kegiatan Tahun 
2022 

 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 

Realisas
i Renja 

Perangk
at 

Daerah 

Tingkat 

Realisa
si (%) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)  

Bencana 

Kabupaten/Kota 

kelompok rentan 

di kawasan rawan 
bencana 

Kabupaten/Kota 

yang mengikuti 
pelatihan 

pencegahan dan 

mitigasi bencana 

 

 
 

180 orang 

 

 
 

100% 

 

 

 

 

 

18 

Sub Kegiatan 
Pengendalian Operasi 

dan Penyediaan Sarana 

Prasarana 
Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana 

Kabupaten/Kota 

Jumlah laporan 
layanan pusat 

pengendalian 

operasi 
(pusdalops) 

dengan Maklumat 

Pelayanan yang 
sah dan legal 

sesuai dengan 

jenis ancaman 
bencana yang ada 

di kawasan 

tempat tinggalnya 

14 orang  14 orang 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
Sub Kegiatan 
Penanganan Pasca 

Bencana  

  3 desa 3 desa 100%  

 Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  

20 

Sub Kegiatan 

Penyediaan Logistik 

Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 

Bencana 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Korban 
Bencana yang 

Mendapatkan 

Distribusi Logistik 
penyelamatan dan 

Evakuasi Korban 
Bencana 

2 paket  2 paket  100% 

 

 

 

 Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana  

21 

Sub Kegiatan 
Penyusunan Regulasi 

Penanggulangan 

Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen 

Regulasi 
Pendukung 

Penyelenggaraan 

Penanggulangan 
Bencana di 

Daerah  

1 regulasi 
1 

regulasi 
100% 

 

 

 

 

 
       

22 

Sub Kegiatan Kerja 
Sama antar Lembaga 

dan Kemitraan dalam 

Penanggulangan 
Bencana 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen 
Kerja Sama antar 

Lembaga dan 

Kemitraan dalam 
Penanggulangan 

Bencana 

10 

dokumen  

13 

dokumen  
100% 
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3. Realisasi program/kegiatan/sub-kegiatan yang melebihi 

target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan di tahun 

2022; 

Tabel 2. 2 Realisasi program/kegiatan/sub-kegiatan  
yang melebihi target kinerja tahun 2022 

No 

Urusan/Bidang 

Urusan dan 
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator 

Target dan Realisasi Kinerja 
Program dan Kegiatan Tahun 

2022 

Target 

Renja 
Perangkat 

Daerah 

tahun 

Realisas

i Renja 
Perangk

at 

Daerah 

Tingkat 
Realisa
si (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

 

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

1. 

Sub Kegiatan 
Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 
Operasional atau 

Lapangan  

Jumlah 

Kendaraan 
Dinas/Lapangan 

yang dibayarkan 

pajaknya 

20 23 
109,52

% 

 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

2 

Sub Kegiatan 
Penguatan Kapasitas 

Kawasan untuk 

Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 

Jumlah Kawasan 

yang Ditingkatkan 
Kapasitasnya 

dalam 

Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 

Bencana 

10 desa 14 desa 140% 

 

 

 
 Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 

3 

Sub Kegiatan Kerja 

Sama antar Lembaga 

dan Kemitraan dalam 
Penanggulangan 

Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen 

Kerja Sama antar 

Lembaga dan 
Kemitraan dalam 

Penanggulangan 
Bencana 

10 
dokumen  

13 
dokumen  

100%  

 

 

 

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, tidak terpenuhinya 

atau melebihi target kinerja program/kegiatan di Tahun 2022; 

Tabel 2. 3 Faktor - faktor penyebab melebihi target kinerja tahun 2022 

No 

Urusan/Bidan

g Urusan dan 
Program/Kegi

atan/ Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun 2022 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 

Realisasi 

Renja 

Perangkat 
Daerah 

Tingkat 

Realisa
si (%) 

Faktor 
penyebab 

melebihi target 

kinerja 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

  Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

1 

Sub Kegiatan 
Penyediaan 

Jasa 

Pemeliharaan, 
Biaya 

Jumlah 

Kendaraan 

Dinas/Lapan
gan yang 

20 23 
109,52

% 

Terdapat 2 
kendaraan 

dinas Milik 

BNPB yang 
dibalik nama 
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No 

Urusan/Bidan
g Urusan dan 

Program/Kegi
atan/ Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun 2022 

Target 

Renja 
Perangkat 

Daerah 

tahun 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 

Daerah 

Tingkat 
Realisa

si (%) 

Faktor 

penyebab 
melebihi target 

kinerja 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Pemeliharaan, 
Pajak dan 

Perizinan 

Kendaraan 
Dinas 

Operasional 

atau Lapangan  

dibayarkan 
pajaknya 

kepemilikanny
a menjadi Aset 

Pemerintah 

Kabupaten 
Banjarnegara 

dan telah 

dibayarkan 
pajaknya 

 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

2 

Sub Kegiatan 

Penguatan 

Kapasitas 
Kawasan 

untuk 
Pencegahan 

dan 

Kesiapsiagaan 

Jumlah 
Kawasan 

yang 

Ditingkatkan 
Kapasitasnya 

dalam 
Pencegahan 

dan 

Kesiapsiagaa
n Bencana 

10 desa 14 desa 140% 

Peran serta 
pemerintah 

desa dan 

pemerintah 
provinsi dalam 

mengalokasika

n kegiatan 
penanggulanga

n bencana di 

Kabupaten 
Banjarnegara. 

 

 

 

 
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana 

 

   

 Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana  

3 

Sub Kegiatan 
Kerja Sama 

antar Lembaga 

dan Kemitraan 
dalam 

Penanggulang

an Bencana 
Kabupaten/Ko

ta 

Jumlah 
Dokumen 

Kerja Sama 

antar 
Lembaga dan 

Kemitraan 

dalam 
Penanggulan

gan Bencana 

10 

dokumen  

13 

dokumen  
130% 
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD   

Capaian kinerja BPBD Kabupaten Banjarnegara tahun 

2022 telah mencapai  100% namun dikarenakan Kabupaten 

Banjarnegara memiliki risiko bencana yang kompleks, maka 

sosialisasi, komunikasi dan edukasi  serta pelatihan 

kebencanaan kepada masyarakat yang tinggal di daerah 

rawan bencana perlu dilaksanakan secara 

berkesinambungan. Disamping itu perlunya penyadaran 

masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana untuk 

hidup harmonis dengan bencana sehingga perlu adanya 

kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana agar apabila 

terjadi bencana tidak  menimbulkan korban jiwa.  

Dalam pelayanan tanggap darurat BPBD Kabupaten 

Banjarnegara telah berusaha secara maksimal dengan 

personil yang ada untuk melayani masyarakat yang 

terdamapak bencana melalui pelayanan pencarian dan 

evakuasi korban bencana, bantuan logistik serta sarana dan 

prasarana pendukung lainnya. Dalam hal pelayanan 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana BPBD 

Kabupaten Banjarnegara terus berupaya untuk melakukan 

pelayanan pasca bencana melalui kerjasa antar lembaga dan 

perjanjian kerja sama dalam penanggulangan bencana.   

Analisis kinerja pelayanan BPBD Kabupaten 

Banjarnegara berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

sesuai dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 

Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 

2023-2026, BPBD Kabupaten Banjarnegara mengampu 2 

(dua) Indikator. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 

BPBD pada tahun 2022 sebagai berikut :  
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1. Indikator persentase Desa Tangguh Bencana dengan 

target 52,63%, tercapai 86,72%. Perhitungan ini 

berdasarkan pada jumlah daerah rawan bencana dengan 

risiko sedang sampai dengan tinggi (Target Renstra102 

desa). Jumlah Desa Tangguh Bencana yang telah 

terbentuk sampai dengan tahun 2022 adalah 89 Desa 

sehingga rumus perhitungannya adalah jumlah desa yang 

telah terbentuk destana dibagi target restra dikalikan 100  

atau 89 desa/102 desa x 100 = 52,63 %. Keberhasilan 

pencapaian indikator ini didukung oleh Desa-desa yang 

mengalokasikan anggaran Pembentukan dan Pelatihan 

Desa Tangguh Bencana melalui APBDes. Adapun Kegiatan 

yang mendukung indikator tersebut adalah Kegiatan 

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap 

Bencana dengan sub kegiatan Penguatan Kapasitas 

Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan .  

2. Indikator persentase bencana yang tertangani dengan baik 

dengan target 100% tercapai 100% perhitungan ini 

berdasarkan pada jumlah kejadian bencana yang 

tertangani dibagi jumlah kejadian bencana (jumlah 

bencana yang tertangani adalah 425 kali dibagi dengan 

jumlah kejadian bencana 425 kali). Capaian 100% 

keberhasilan indikator ini didukung oleh Kegiatan 

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

sub kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban 

Bencana.  

Kinerja pelayanan  BPBD Kabupaten Banjarnegara 

disajikan dalam tabel berikut ini:
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Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara 

No Indikator SPM/Standar Nasional 
IKK 

LPPD 

Target Renstra Perangkat 

Daerah 

Realisasi 

Capaian 
Proyeksi Catatan 

Analisis 
2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 
Persentase Desa Tangguh 

Bencana  
 

 41,05% 

 

52,63% 

 
0 0 31,79% 38,97% 52,63% 0  

2 
Persentase Bencana yang 

Tertangani dengan Baik  

  
100% 100% 0 0 100% 100% 100% 0  

3 Nilai IKM/ SKM   79 79 80 80,50 83,53 84,05 79,50 84.08  

4 Nilai AKIP   CC 
(60) 

CC 
(60) 

60 60,50 
CC 

(58,78) 
59,95 

CC 
(60) 

B  

 
*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020 

 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara 

No Indikator 
SPM/Standar 

Nasional 
IKK LPPD 

Target Renstra Perangkat Daerah 
Realisasi 

Capaian 
Proyeksi 

Catat

an 

Anali

sis 
2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 

Persentase warga 

negara yang 

memperoleh layanan 

informasi rawan 

bencana  

Jumlah Warga 

Negara Indonesia    

yang memperoleh 
layanan informasi 

Rawan Bencana 

Jumlah warga 

negara yang 

memperoleh 

layanan informasi 

rawan bencana. 

0 0,35% 0,43% 0,51% 0 0 52,63% 0,43%  

2 

Pelayanan  

Pencegahan  dan 

kesiapsiagaan 

terhadap bencana 

Jumlah Warga 

Negara yang 

memperoleh layanan 
pencegahan dan 

kesiapsiagaan 

terhadap bencana 

Jumlah Warga 

Negara yang 

memperoleh 

layanan 

pencegahan dan 

kesiapsiagaan 

0 27,33% 34,53% 41,72% 0 0 27,33% 34,43%  
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No Indikator 
SPM/Standar 

Nasional 
IKK LPPD 

Target Renstra Perangkat Daerah 
Realisasi 

Capaian 
Proyeksi 

Catat

an 

Anali

sis 
2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 

terhadap 

bencana. 

3 

Persentase warga 
negara yang 

memperoleh layanan 
penyelamatan dan 

evakuasi korban 

bencana 

Jumlah Warga 
Negara yang 

memperoleh layanan 
penyelamatan dan 

evakuasi korban 

bencana 

Jumlah Warga 
Negara 

memperoleh 

layanan 
penyelamatan dan 

evakuasi korban 

bencana. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

4 

Persenatse warga 

negara yang 
memperoleh layanan 

pasca bencana  

 

Jumlah warga 

Negara yang 
memperoleh 

layanan pasca 

bencana 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

 

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020 
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Tabel 2. 5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Per.angkat Daerah 
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 

No 

Urusan/Bidang Urusan dan 

Program/Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program/ 

Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Target 

Kinerja 

Capaian 

Program 

(Renstra 

Perangkat 

Daerah) 

Tahun 

2024 

Realisasi 

Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran 

Kegiatan s/d 

dengan 

tahun 2021 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun 2022 Target 

program dan 

kegiatan 

Renja 

Perangkat 

Daerah tahun 

2023 

Perkiraan Realisasi Capaian 

Target Renstra Perangkat 

Daerah s/d tahun 2023 

 

Target Renja 
Perangkat 

Daerah tahun 
2022 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2022 

Tingkat 
Realisasi (%) 

Realisasi 
Capaian 

Program 
dan 

Kegiatan 
s/d tahun 

2023 

Tingkat 
Capaian 

Realisasi 
Target Renstra 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=7/6 (9) (10)=5+7+9 (11)=10/4 

 URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT   

 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    

 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah    

 

Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah laporan 
capaian capaian 
kinerja dan ikhtisar 
realisasi kinerja 
SKPD 

6 dokumen 8 dokumen  8 dokumen  8 dokumen  100% 6 dokumen   

 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangakat Daerah    

 
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN  

Jumlah gaji dan 
tunjangan ASN 
yang terbayarkan  

27 orang 27 orang 26 orang 26 orang  100% 26 orang    

 

Sub Kegiatan Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 
SKPD  

Jumlah pelaksana 
penatausahaan 

keuangan yang 
terbayar  

7 orang  7 orang  7 orang 7 orang  100% 12 dokumen    

 
Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulan/Semester  

Jumlah dokumen 
keuangan yang 
tersusun  

2 dokumen  2 dokumen  2 dokumen  2 dokumen  100% 12 laporan     

 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah    

 
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor  

Jumlah bahan 
logistik kantor yang 
terpenuhi  

12 paket 12 paket 12 paket  12 paket  100% 12 paket   

 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah    

 

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian 

Dinas beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah Paket 

Pakaian Dinas 
beserta 
Kelengkapannya 

60 orang 0 0 0 0 26 orang   

 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    
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No 

Urusan/Bidang Urusan dan 

Program/Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program/ 

Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Target 

Kinerja 

Capaian 

Program 

(Renstra 

Perangkat 

Daerah) 

Tahun 

2024 

Realisasi 

Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran 

Kegiatan s/d 

dengan 

tahun 2021 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun 2022 Target 

program dan 

kegiatan 

Renja 

Perangkat 

Daerah tahun 

2023 

Perkiraan Realisasi Capaian 

Target Renstra Perangkat 

Daerah s/d tahun 2023 

 

Target Renja 
Perangkat 

Daerah tahun 
2022 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2022 

Tingkat 
Realisasi (%) 

Realisasi 
Capaian 

Program 
dan 

Kegiatan 
s/d tahun 

2023 

Tingkat 
Capaian 

Realisasi 
Target Renstra 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=7/6 (9) (10)=5+7+9 (11)=10/4 

 
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik  

Jumlah 
penyediaan jasaa 
komunikasi, 

sumber daya air 
dan listrik yang 
terpenuhi 

3 paket 3 paket  3 paket  3 paket  100% 12 laporan   

 
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor  

Jumlah jasa tenaga 
administrasi yang 
terbayar 

17 orang  17 orang  17 orang  17 orang  100% 17 orang    

    

 

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 
Pajak dan Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau Lapangan  

Terpeliharanya 
kendaraan 
dinas/operasional  

21 unit 21 unit 20 unit  20 unit  100% 20 unit   

 

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 
Pajak dan Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau Lapangan  

Terbayarkannya 

jumlah pajak 
kendaraan 
diasn/operasional  

21 unit 21 unit 20 unit  20 unit  100% 20 unit    

 
Sub Kegiatan Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin Lainnya  

Jumlah peralatan 
dan mesin lainnya 
yang terpeliharan  

1 paket 1 paket  3 paket  3 paket  100% 3 paket    

 
Sub Kegiatan 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya  

Jumlah gedung 
kantor dan 
bangunan lainnya 
yang terpelihara  

3 paket 3 paket 2 paket  2 paket  100% 2 paket    

    

    

 

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi 
dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota (Per Jenis 
Ancaman Bencana 

Jumlah warga 
negara 
termasuk 
kelompok rentan di 

1000 orang 5 desa 5 desa 5 desa 100% 15 desa    
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No 

Urusan/Bidang Urusan dan 

Program/Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program/ 

Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Target 

Kinerja 

Capaian 

Program 

(Renstra 

Perangkat 

Daerah) 

Tahun 

2024 

Realisasi 

Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran 

Kegiatan s/d 

dengan 

tahun 2021 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun 2022 Target 

program dan 

kegiatan 

Renja 

Perangkat 

Daerah tahun 

2023 

Perkiraan Realisasi Capaian 

Target Renstra Perangkat 

Daerah s/d tahun 2023 

 

Target Renja 
Perangkat 

Daerah tahun 
2022 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2022 

Tingkat 
Realisasi (%) 

Realisasi 
Capaian 

Program 
dan 

Kegiatan 
s/d tahun 

2023 

Tingkat 
Capaian 

Realisasi 
Target Renstra 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=7/6 (9) (10)=5+7+9 (11)=10/4 

kawasan rawan 
bencana 
bencana 

Kabupaten/Kota 
yang memperoleh 
sosialisasi, 
komunikasi, 
informasi dan 
edukasi sesuai 

jenis 
ancaman bencana 
yang ada 
di kawasan tempat 
tinggalnya selama 
1 (satu) 

tahun 

 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana   

 
Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas 
Kawasan untuk Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 

Jumlah Kawasan 
yang 
Ditingkatkan 
Kapasitasnya 

dalam Pencegahan 
dan 
Kesiapsiagaan 
Bencana 

20 desa 10 desa 10 desa 14 desa 140% 12 desa   

 

Sub Kegiatan Pengembangan 

Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) 
Bencana Kabupaten/Kota 

Jumlah Personil 
TRC yang 

Dikembangkan 
Kapasitas 
Teknis dan 
Manajerialnya 

150 orang 0 0 0 0 60 orang   



 
 

 
23 

 

No 

Urusan/Bidang Urusan dan 

Program/Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program/ 

Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Target 

Kinerja 

Capaian 

Program 

(Renstra 

Perangkat 

Daerah) 

Tahun 

2024 

Realisasi 

Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran 

Kegiatan s/d 

dengan 

tahun 2021 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun 2022 Target 

program dan 

kegiatan 

Renja 

Perangkat 

Daerah tahun 

2023 

Perkiraan Realisasi Capaian 

Target Renstra Perangkat 

Daerah s/d tahun 2023 

 

Target Renja 
Perangkat 

Daerah tahun 
2022 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2022 

Tingkat 
Realisasi (%) 

Realisasi 
Capaian 

Program 
dan 

Kegiatan 
s/d tahun 

2023 

Tingkat 
Capaian 

Realisasi 
Target Renstra 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=7/6 (9) (10)=5+7+9 (11)=10/4 

 
Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

Jumlah Aparatur 
dan Warga 
Negara yang 

Mengikuti Gladi 
Kesiapsiagaan 

250 orang  125 orang  210 orang  210 orang  100% 250 orang   

 
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana 
Penanggulangan Kedaruratan 

Bencana 

Jumlah Dokumen 
Rencana 
Penanggulangan 
Kedaruratan 

Bencana 
(RPKB) yang 
Dilegalisasi 

1 dokumen  0 0 0  1 dokumen    

 
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan 
Perlindungan dan Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana kabupaten/kota 

Jumlah Peralatan 
Penyelamatan Diri 
bagi 

Individu Warga 
Negara, 
Keluarga, maupun 
Petugas 
sesuai dengan jenis 
ancaman bencana 

di 
kawasan tempat 
tinggalnya 

1 paket  0 0 0     

 

Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan 

dan Mitigasi Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah warga 
negara 
termasuk 

kelompok rentan di 
kawasan rawan 
bencana 
Kabupaten/Kota 
yang 

200 orang  120 orang  200 orang  200 orang  100% 230 orang   
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No 

Urusan/Bidang Urusan dan 

Program/Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program/ 

Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Target 

Kinerja 

Capaian 

Program 

(Renstra 

Perangkat 

Daerah) 

Tahun 

2024 

Realisasi 

Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran 

Kegiatan s/d 

dengan 

tahun 2021 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun 2022 Target 

program dan 

kegiatan 

Renja 

Perangkat 

Daerah tahun 

2023 

Perkiraan Realisasi Capaian 

Target Renstra Perangkat 

Daerah s/d tahun 2023 

 

Target Renja 
Perangkat 

Daerah tahun 
2022 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2022 

Tingkat 
Realisasi (%) 

Realisasi 
Capaian 

Program 
dan 

Kegiatan 
s/d tahun 

2023 

Tingkat 
Capaian 

Realisasi 
Target Renstra 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=7/6 (9) (10)=5+7+9 (11)=10/4 

mengikuti 
pelatihan 
pencegahan dan 

mitigasi 
bencana 

 

Sub Kegiatan Pengendalian Operasi 
dan Penyediaan Sarana Prasarana 
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah laporan 
layanan 
pusat pengendalian 
operasi 

(pusdalops) dengan 
Maklumat 
Pelayanan yang 
sah dan legal 
sesuai dengan 
jenis ancaman 

bencana yang 
ada di kawasan 
tempat 
tinggalnya 

2 paket  14 orang  14 orang 14 orang  100% 12 dokumen    

 Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana   

 
Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat 
Bencana Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen 

SK 
Penetapan Status 
Darurat 
Bencana dan 
SKPDB yang 
Ditetapkan Paling 

Lama 1x24 
Jam berdasarkan 
Hasil 
Dokumen Laporan 
Kaji Cepa 

1 dokumen  0 0 0 0 1 dokumen    



 
 

 
25 

 

No 

Urusan/Bidang Urusan dan 

Program/Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program/ 

Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Target 

Kinerja 

Capaian 

Program 

(Renstra 

Perangkat 

Daerah) 

Tahun 

2024 

Realisasi 

Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran 

Kegiatan s/d 

dengan 

tahun 2021 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun 2022 Target 

program dan 

kegiatan 

Renja 

Perangkat 

Daerah tahun 

2023 

Perkiraan Realisasi Capaian 

Target Renstra Perangkat 

Daerah s/d tahun 2023 

 

Target Renja 
Perangkat 

Daerah tahun 
2022 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2022 

Tingkat 
Realisasi (%) 

Realisasi 
Capaian 

Program 
dan 

Kegiatan 
s/d tahun 

2023 

Tingkat 
Capaian 

Realisasi 
Target Renstra 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=7/6 (9) (10)=5+7+9 (11)=10/4 

 

Sub Kegiatan Pencarian, 

Pertolongan dan Evakuasi Korban 
Bencana Kabupaten/Kota 

Jumlah Korban 
yang Berhasil 
Ditemukan, 

Ditolong, dan 
Dievakuasi Per 
Jenis 
Kejadian Bencana 

100% 100% 100% 100% 100% 100%   

 
Sub Kegiatan Penyediaan Logistik 
Penyelamatan dan Evakuasi Korban 
Bencana Kabupaten/Kota 

Jumlah Korban 
Bencana yang 

Mendapatkan 
Distribusi 
Logistik 
penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 

2 paket  2 paket  2 paket  2 paket  100% 2 paket   

 

Sub Kegiatan Respon Cepat 

Bencana Non Alam Epidemi/Wabah 
Penyakit 

Jumlah dokumen 
SK Penetapan 
Status Darurat 
Bencana dan 
SKPDB yang 
Ditetapkan Paling 

Lama 1x24 
Jam berdasarkan 
Hasil 
Dokumen Laporan 
Investigasi KLB dan 
Epidemiologi 

Terpadu 

1 dokumen 0 0 0 0 1 dokumen    

 Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana   

 
Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi 
Penanggulangan Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen 
Regulasi 
Pendukung 

1 dokumen  0 1 dokumen  1 dokumen  100% 1 dokumen    
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No 

Urusan/Bidang Urusan dan 

Program/Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program/ 

Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Target 

Kinerja 

Capaian 

Program 

(Renstra 

Perangkat 

Daerah) 

Tahun 

2024 

Realisasi 

Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran 

Kegiatan s/d 

dengan 

tahun 2021 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun 2022 Target 

program dan 

kegiatan 

Renja 

Perangkat 

Daerah tahun 

2023 

Perkiraan Realisasi Capaian 

Target Renstra Perangkat 

Daerah s/d tahun 2023 

 

Target Renja 
Perangkat 

Daerah tahun 
2022 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2022 

Tingkat 
Realisasi (%) 

Realisasi 
Capaian 

Program 
dan 

Kegiatan 
s/d tahun 

2023 

Tingkat 
Capaian 

Realisasi 
Target Renstra 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=7/6 (9) (10)=5+7+9 (11)=10/4 

Penyelenggaraan 
Penanggulangan 
Bencana di 

Daerah 

 

Sub Kegiatan Kerja Sama antar 
Lembaga dan Kemitraan dalam 
Penanggulangan Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen 
Kerja 
Sama antar 
Lembaga dan 
Kemitraan dalam 

Penanggulangan 
Bencana 

10 PKS 0 10 Lembaga 10 lembaga 100% 10 dokumen    
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD 

Kabupaten Banjarnegara 

 

BPBD Kabupaten Banjarnegara dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan 

pemerintahan dalam 1 (satu) urusan, yaitu Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat Sub Urusan 

Bencana. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas 

pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting 

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah 

untuk tahun 2023 mencakup 1 (satu) urusan tersebut. 

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah 

diantaranya adalah: 

1. Sesuai dengan Kajian Risiko Bencana (KRB) yang disusun 

oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 

hampir semua jenis bencana alam mengancam wilayah 

Kabupaten Banjarnegara kecuali tsunami. Adapun potensi 

bencana yang mengancam wilayah Kabupaten 

Banjarnegara ada 8 (delapan) jenis bencana alam, yaitu:  

1. Tanah Longsor; 

2. Gempa Bumi; 

3. Angin Kencang; 

4. Banjir; 

5. Gas Beracun; 

6. Kebakaran Hutan dan Lahan; 

7. Kekeringan; 

8. Banjir Bandang. 

Dari 278 Desa/Kelurahan di Kabupaten Banjarnegara, 

199 desa diantaranya memiliki risiko tinggi terjadi 

bencana tanah longsor. 
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2. Di Kabupaten Banjarnegara setiap tahun terjadi bencana, 

terutama bencana tanah longsor dihampir seluruh wilayah 

Kecamatan, namun sumber daya manusia yang kompeten 

serta peralatan kebencanaan yang ada relatif terbatas; 

3. Masih banyak desa yang memiliki risiko tinggi terjadinya 

bencana tanah longsor yang belum terbentuk Desa Tangguh 

Bencana (Destana); 

4. Sistem peringatan dini menjadi kunci dalam memitigasi 

dampak bencana sedangkan alat early warning system 

(EWS) yang terpasang masih sangat terbatas;  

 

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat 

menimbulkan dampak yang signifikan pada kemampuan dan 

kinerja BPBD Kabupaten Banjarnegara dalam menghadapi 

bencana. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan 

hambatan tersebut antara lain meliputi: 

1. Tidak Efektifnya Penanganan Bencana, BPBD menghadapi 

kendala dalam perencanaan, koordinasi, atau pengelolaan 

sumber daya, penanganan bencana menjadi kurang efektif. 

Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam tanggap 

darurat, kurangnya dukungan medis dan logistik, dan 

kesulitan dalam evakuasi dan penyelamatan korban; 

2. Kurangnya pengembangan kapasitas SDM dapat 

berdampak pada keterampilan dan pengetahuan petugas 

BPBD dalam menangani bencana. Kurangnya keterampilan 

teknis dan keahlian dapat mempengaruhi kualitas respons 

dan pemulihan pasca bencana. 

3. Desa yang belum terbentuk menjadi desa tangguh bencana 

memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana. 

Masyarakat tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan 

kesadaran yang cukup tentang risiko bencana, sehingga 

mereka lebih rentan terhadap risiko bencana. 
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4. Sistem Peringatan dini yang terbatas dan kurangnya 

kesadaran masyarakat akan pencegahan dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana dapat menimbulkan dampak korban jiwa 

dan kerugian material yang tinggi akibat bencana karena 

masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk 

menyelamatkan diri sejak awal terjadinya bencana.  

 

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, 

peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi 

pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan penyediaan 

produk layanan agar pelayanan kepada masyarakat semakin 

baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam 

menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. 

Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan 

pelayanan Perangkat Daerah, yaitu: 

1. Tantangan dalam penanganan bencana antara lain : 

a. Luas wilayah dan banyaknya jenis bencana yang ada di 

Kabupaten Banjarnegara dan terjadi setiap tahun. 

Bencana sering terjadi tanpa peringatan dan sulit 

diprediksi. Hal ini mengharuskan Perangkat Daerah 

yang menangani dan masyarakat harus selalu 

meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan 

dalam menghadapi bencana. 

b. Tuntutan peningkatan kualitas layanan informasi 

rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan serta 

kedaruratan dan logistik 

c. Terbatasnya peralatan penanggulangan bencana. 
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2. Peluang dalam penanganan bencana antara lain : 

a. Banyaknya potensi relawan yang tersebar di seluruh 

wilayah di Kabupaten Banjarnegara sehingga sangat 

membantu BPBD dalam penanganan bencana. 

kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. 

b. Adanya Pelatihan dan pengembangan kapasitas 

sumber daya manusia dalam penanggulangan 

bencana untuk  meningkatkan keterampilan dalam 

penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan 

oleh BNPB maupun lembaga lain. Disamping itu juga 

adanya pengembangan dan penerapan sistem 

peringatan dini yang lebih akurat dan terintegrasi 

sehingga masyarakat mendapatkan informasi 

bencana dengan lebih cepat dan tepat.  

c. Adanya Kolaborasi yang baik antar Pentahelix 

penanggulangan Bencana yaitu  pemerintah, dunia 

usaha, masyarakat, akademisi dan media dalam 

Penanggulangan Bencana dan bantuan peralatan 

dari BNPB.  

 

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang 

dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu 

strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 

didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal 

Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2023. Isu-isu 

strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan 

pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah 

keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada 

tahun 2023, sebagai berikut: 

1. BPBD Kabupaten Banjarnegara menghadapi tantangan 

dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi risiko 
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bencana di Kabupaten Banjarnegara. Penyusunan 

dokumen rencana penanggulangan bencana, sosialisasi dan 

pelatihan kepada masyarakat menjadi hal yang sangat 

penting dalam mengurangi risiko bencana. 

2. Kolaborasi dan koordinasi antarlembaga pemerintah dan 

non-pemerintah merupakan hal penting dalam penanganan 

bencana. BPBD bekerja sama dengan instansi terkait, TNI, 

POLRI, relawan, dan sektor swasta, untuk memastikan 

tanggap darurat yang efektif dan terintegrasi. 

3. Partisipasi aktif masyarakat dalam mitigasi bencana dan 

tanggap darurat penting untuk kesuksesan penanganan 

bencana. Perlu memastikan partisipasi masyarakat dalam 

proses perencanaan dan pelaksanaan program 

penanggulangan bencana. 

4. Pengembangan sumber daya manusia BPBD merupakan 

hal penting agar petugas dapat menghadapi berbagai jenis 

bencana dengan keterampilan dan pengetahuan yang 

memadai. 

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada 

arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 

dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2018-2023. Jumlah usulan dalam Rencana Awal RKPD tahun 

2024 adalah      Rp. 10.600.000.000,-, usulan hasil review 

terhadap RKPD  tahun 2024 dapat dilihat pada tabel  2.4 

berikut ini : 
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Tabel 2. 6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara 

No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 
Catatan 

Penting 

Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu 

Indikatif 

(Rp. 000) 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu 

Indikatif (Rp. 

000) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

 Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD (Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah) 

BPBD 

Banjarnegara 

Jumlah Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

6 laporan 3.250.000 Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah/ Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

BPBD 

Banjarnegar

a 

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

6 dok 3.250.000  

 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

 Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN (Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah) 

BPBD 

Banjarnegara 

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN 

27 orang 3.569.853.464 Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah/ Penyediaan 

Gaji dan Tunjangan ASN 

BPBD 

Banjarnegar

a 

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 

27 orang 3.569.853.464  

 Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD (Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah) 

BPBD 

Banjarnegara 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD 

7 dokumen 52.530.000 Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah/ 

Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian /Verifikasi 

Keuangan SKPD 

BPBD 

Banjarnegar

a 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

7 dok 52.530.000  

 Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Se

mesteran SKPD (Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah) 

BPBD 

Banjarnegara 

Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/ 

Semesteran SKPD dan Laporan 

Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semester

an SKPD 

2 laporan 3.000.000 Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah/Koordinasi 

dan Penyusunan Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semester

an SKPD 

 

BPBD 

Banjarnegar

a 

Jumlah Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/ 

Semesteran SKPD dan 

Laporan Koordinasi 

Penyusunan Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/

Semesteran SKPD 

2 laporan 3.000.000  

 

 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

 Pengadaan Pakaian 

Dinas beserta Atribut 

Kelengkapannya 

BPBD 

Banjarnegara 

Jumlah Paket Pakaian Dinas 

beserta AtributKelengkapan 

60 paket 34.668.000 Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah/ Pengadaan 

Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kelengkapannya 

BPBD 

Banjarnegar

a 

Jumlah Paket Pakaian 

Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan 

60 paket 34.668.000  

 Administrasi Umum Perangkat Daerah 

 Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor 

BPBD 

Banjarnegara 

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan 

1 paket 19.303.000 Administrasi Umum Perangkat 

Daerah/ Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor 

BPBD 

Banjarnegar

a 

Jumlah Paket 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan 

1 paket 19.303.000  

 Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor (Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah) 

BPBD 

Banjarnegara 

Jumlah Paket Bahan Logistik 

Kantor yang Disediakan 

12 paket 686.266.400 Administrasi Umum Perangkat 

Daerah/ Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

BPBD 

Banjarnegar

a 

Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 

Disediakan 

12 paket 686.266.400  

 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
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No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 
Catatan 

Penting 

Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu 

Indikatif 

(Rp. 000) 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu 

Indikatif (Rp. 

000) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
 Pengadaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

BPBD 

Banjarnegara 

Jumlah unit Peralatan dan 

Mesin yang tersedia 

20 unit 126.842.500  BPBD 

Banjarnegar

a 

Jumlah Paket 

Peralatan dan Mesin 

yang tersedia 

20 unit 126.842.500  

 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

(Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah) 

BPBD 

Banjarnegara 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan 

3 laporan 82.800.000 Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah/ 
Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

BPBD 

Banjarnegar

a 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan 

3 laporan 82.800.000  

 Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

(Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah) 

BPBD 

Banjarnegara 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum Kantor 

yang Disediakan 

17 laporan 323.840.536 Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah/ 

Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 

BPBD 

Banjarnegar

a 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor yang 

Disediakan 

17 laporan 323.840.536  

 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan (Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah) 

BPBD 

Banjarnegara 

Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya 

21 unit 10.000.000 Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah/ 
Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan,Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan 

BPBD 

Banjarnegar

a 

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya 

21 unit 10.000.000  

 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, 

dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan  Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah) 

BPBD 

Banjarnegara 

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya 

21 unit 155.000.000 Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah/Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

(Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah) 

BPBD 

Banjarnegar

a 

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional 

atau Lapangan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya 

21 unit 155.000.000  

 Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

(Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah) 

BPBD 

Banjarnegara 

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara 

1 unit 37.500.000 Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah/ 

Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

BPBD 

Banjarnegar

a 

Jumlah Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 

Dipelihara 

1 unit 37.500.000  

 Pemeliharaan/Rehabilita

si Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

(Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah) 

BPBD 

Banjarnegara 

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/ Direhabilitasi 

3 unit 65.000.000 Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah/ 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

BPBD 

Banjarnegar

a 

Jumlah Gedung 

Kantor dan Bangunan 

Lainnyayang 

Dipelihara/Direhabilit

asi 

3 unit 65.000.000  

 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 

 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 

 Sosialisasi, Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi 

(KIE) Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota (Per 

Jenis Bencana) (Badan 

Banjarnegara Jumlah warga negara yang 

Mendapatkan Sosialisasi, 

omunikasi, Informasi dan 

Edukasi (KIE) Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota (Per Jenis 

Bencana) Secara Tatap Muka 

1000 orang 250.000.000 Program Penanggulangan 

Bencana/Sub Kegiatan 

Sosialisasi 

Komunikasi,Informasi dan 

Edukasi (KIE) Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota 

Banjarnegar

a 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan 

Sosialisasi,Komunikas

i, Informasi dan 

Edukasi (KIE) Rawan 

Bencana 

1000 orang 250.000.000  



 
 

 
34 

 

No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 
Catatan 

Penting 

Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu 

Indikatif 

(Rp. 000) 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu 

Indikatif (Rp. 

000) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
Penanggulangan 

Bencana Daerah) 

kepada Penduduk yang Tinggal 

di Daerah Rawan Bencana 

Sesuai Jenis Ancaman yang 

Ada di Kawasan Tempat 

Tinggalnya 

Kabupaten/Kota (Per 

Jenis Bencana) Secara 

Tatap Muka kepada 

Penduduk yang 

Tinggal di Daerah 

Rawan Bencana 

Sesuai Jenis Ancaman 

yang Ada di Kawasan 

Tempat Tinggalnya 

 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

 Pelatihan Pencegahan 

dan Mitigasi Bencana 

Kabupaten/Kota (Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah) 

Banjarnegara Jumlah Warga Negara dan 

Aparatur yang Mengikuti 

Pelatihan Pencegahan dan 

Mitigasi Bencana 

200 orang 200.000.000 Pelayanan Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana/ Pelatihan 

Pencegahan dan Mitigasi 

Bencana Kabupaten/Kota 

 

Banjarnegar

a 

Jumlah Warga Negara 

dan Aparatur yang 

Mengikuti Pelatihan 

Pencegahan dan 

Mitigasi Bencana 

200 orang 200.000.000  

 Pengendalian Operasi 

dan Penyediaan Sarana 

Prasarana Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 

Kabupaten/Kota (Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah) 

Banjarnegara Jumlah Dokumen Hasil 

Pengendalian Operasi dan 

Penyediaan Sarana Prasarana 

Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana Kabupaten/Kota 

2 laporan 533.256.400 Pelayanan Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana/ Penyediaan Sarana 

Prasarana Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 

Kabupaten/Kota 

Banjarnegar

a 

Jumlah Dokumen 

Hasil Pengendalian 

Operasi dan 

Penyediaan Sarana 

Prasarana 

Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 

Kabupaten/Kota 

2 laporan 533.256.400  

 Penyediaan Peralatan 

Perlindungan dan 

Kesiapsiagaan terhadap 

Bencana (Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah) 

Banjarnegara Jumlah Peralatan 

Penyelamatan Diri bagi 

Individu Warga Negara, 

Keluarga, maupun Petugas 

1 unit 1.110.733.000 Pelayanan Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana/ Penyediaan Peralatan 

Perlindungan dan 

Kesiapsiagaan terhadap 

Bencana 

Banjarnegar

a 

Jumlah Peralatan 

Penyelamatan Diri 

bagi Individu Warga 

Negara, Keluarga, 

maupun Petugas 

1 unit 1.110.733.000  

 Penguatan Kapasitas 

Kawasan untuk 

Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan (Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah) 

Banjarnegara Jumlah Kawasan yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya 

dalam Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Bencana 

20 kawasan 550.000.000 Pelayanan Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana/ Penguatan Kapasitas 

Kawasan untuk Pencegahan 

dan 

Kesiapsiagaan 

 

Banjarnegar

a 

Jumlah Kawasan yang 

Ditingkatkan 

Kapasitasnya dalam 

Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 

Bencana 

20 kawasan 550.000.000  

 Pengembangan 

Kapasitas Tim Reaksi 

Cepat (TRC) Bencana 

Kabupaten/Kota 

Banjarnegara Jumlah Personil TRC yang 

Dikembangkan Kapasitas 

Teknis dan Manajerialnya 

150 orang 183.025.000 Pelayanan Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana/Pengembangan 

Kapasitas Tim Reaksi Cepat 

(TRC) Bencana Kabupaten/Kota 

Banjarnegar

a 

Jumlah Personil TRC 

yang Dikembangkan 

Kapasitas Teknis dan 

Manajerialnya 

150 orang 183.025.000  

 Penyusunan Rencana 

Kontijensi 

Banjarnegara Jumlah Dokumen Rencana 

Kontinjensi yang Dilegalisasi 

1 dokumen 450.000.000 Pelayanan Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana/ Penyusunan Rencana 

Kontijensi 

Banjarnegar

a 

Jumlah Dokumen 

Rencana Kontinjensi 

yang Dilegalisasi 

1 dokumen 450.000.000  

 Gladi Kesiapsiagaan 

terhadap Bencana 

Banjarnegara Jumlah Aparatur dan Warga 

Negara yang Mengikuti Gladi 

Kesiapsiagaan 

250 orang 150.000.000 Pelayanan Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana/ Gladi Kesiapsiagaan 

terhadap Bencana 

Banjarnegar

a 

Jumlah Laporan 

Pelaksanaan Gladi 

Kesiapsiagaan 

250 orang 150.000.000  
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No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 
Catatan 

Penting 

Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu 

Indikatif 

(Rp. 000) 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu 

Indikatif (Rp. 

000) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
 Penyusunan Rencana 

Penanggulangan 

Kedaruratan Bencana 

Banjarnegara Jumlah Dokumen Rencana 

Penanggulangan Kedaruratan 

Bencana (RPKB) yang 

Dilegalisasi 

1 dokumen 139.900.000 Pelayanan Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana/ Penyusunan Rencana 

Penanggulangan Kedaruratan 

Bencana 

Banjarnegar

a 

Jumlah Dokumen 

Rencana 

Penanggulangan 

Kedaruratan Bencana 

(RPKB) yang 

Dilegalisasi 

1 dokumen 139.900.000  

 Pelatihan Keluarga 

Tanggap Bencana 

Banjarnegara Jumlah    Keluarga    yang    

Mengikuti    Pelatihan Keluarga 

Tanggap Bencana Alam 

30 keluarga 100.000.000 Pelatihan Keluarga Tanggap 

Bencana Alam 

Banjarnegar

a 

Jumlah    Keluarga    

yang    Mengikuti    

Pelatihan Keluarga 

Tanggap Bencana 

Alam 

30 keluarga 100.000.000  

 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

 Respon Cepat 

Penanganan Darurat 

Bencana 

Banjarnegara SK Penetapan Status Darurat 

Bencana dan SKPDB yang 

Ditetapkan Paling Lama 1x24 

Jam berdasarkan Hasil 

Dokumen Laporan Kaji Cepat 

1 dokumen 309.641.600 Pelayanan Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban Bencana/ 

Respon Cepat Penanganan 

Darurat Bencana 

Banjarnegar

a 

SK Penetapan Status 

Darurat Bencana dan 

SKPDB yang 

Ditetapkan Paling 

Lama 1x24 Jam 

berdasarkan Hasil 

Dokumen Laporan 

Kaji Cepat 

1 dokumen 309.641.600  

 Pencarian, Pertolongan 

dan Evakuasi Korban 

Bencana 

Banjarnegara Jumlah Korban yang Berhasil 

Ditemukan,Ditolong, dan 

Dievakuasi Per Jenis Kejadian 

Bencana 

100 orang 186.000.000 Pelayanan Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban Bencana/ 

Pencarian, Pertolongan dan 

Evakuasi Korban Bencana 

Banjarnegar

a 

Jumlah Korban yang 

Berhasil Ditemukan, 

Ditolong, dan 

Dievakuasi Per Jenis 

Kejadian Bencana 

100 orang 186.000.000  

 Penyediaan Logistik 

Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban 

Bencana 

Banjarnegara Jumlah Korban Bencana yang 

Mendapatkan Distribusi 

Logistik Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban Bencana 

NA 362.985.100 Pelayanan Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban Bencana/ 

Penyediaan Logistik 

Penyelamatan dan Evakuasi 

Korban Bencana 

 

Banjarnegar

a 

Jumlah Korban 

Bencana yang 

Mendapatkan 

Distribusi Logistik 

Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban 

Bencana 

NA 362.985.100  

 Aktivasi Sistem 

Komando Penanganan 

Darurat Bencana 

Banjarnegara Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Aktivasi Sistem Komando 

Penanganan Darurat Bencana 

12 laporan 29.980.000 Pelayanan Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban Bencana/ 

Aktivasi Sistem Komando 

Penanganan Darurat 

Bencana 

Banjarnegar

a 

Jumlah Laporan 

Pelaksanaan Aktivasi 

Sistem Komando 

Penanganan Darurat 

Bencana 

12 laporan 29.980.000  

 Respon Cepat Bencana 

Non ALam 

Epidemi/Wabah 

Penyakit 

Banjarnegara SK Penetapan Status Darurat 

Bencana dan SKPDB yang 

Ditetapkan Paling Lama 1x24 

Jam berdasarkan Hasil 

Dokumen Laporan Investigasi 

KLB dan Epidemiologi Terpadu 

1 dokumen 34.625.000 Pelayanan Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban Bencana/ 

Respon Cepat Bencana Non 

ALam Epidemi/Wabah Penyakit 

Banjarnegar

a 

SK Penetapan Status 

Darurat Bencana dan 

SKPDB yang 

Ditetapkan Paling 

Lama 1x24 Jam 

berdasarkan Hasil 

Dokumen Laporan 

Investigasi KLB dan 

Epidemiologi Terpadu 

1 dokumen 34.625.000  

 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 

 Penyusunan Regulasi 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

Banjarnegara Jumlah Dokumen Regulasi 

Pendukung Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana di 

Daerah 

1 dokumen  50.000.000 Penataan Sistem Dasar 

Penanggulangan Bencana/ 
Penyusunan Regulasi 

Penanggulangan Bencana 

Daerah 

Banjarnegar

a 

Jumlah Dokumen 

Regulasi Pendukung 

Penyelenggaraan 

Penanggulangan 

Bencana di Daerah 

1 dokumen 50.000.000  
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum 

konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan 

kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan 

program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan 

dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan 

sebagai berikut: 

 
Tabel 2. 7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 

2024 Kabupaten Banjarnegara 

No 

Program/keg

iatan/ sub 

kegiatan 

Lokasi 
Indikator 

Kinerja 

Besaran/ 

Volume 
Catatan 

1 Penguatan 

Kapasitas 

Kawasan untuk 

Pencegaha  dan 

Kesiapsiagaan  

Desa Prigi 

Kecamatan 

Sigaluh  

Jumlah Kawasan 

yang Ditingkatkan 

Kapasitasnya 

dalam 

Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 

Bencana 

1 paket  Pembentuk

an 

DESTANA 

2 Sosialisasi, 

Komunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi (KIE) 

Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota 

(Per Jenis 

Bencana) (Badan 

Penanggulangan 

Bencana 

Daerah) 

Desa 

Jatilawang 

Kecamatan 

Wanayasa  

Jumlah warga 

negara yang 

Mendapatkan 

Sosialisasi, 

omunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi (KIE) 

Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota 

(Per Jenis 

Bencana) Secara 

Tatap Muka 

kepada Penduduk 

yang Tinggal di 

Daerah Rawan 

Bencana Sesuai 

Jenis Ancaman 

yang Ada di 

Kawasan Tempat 

Tinggalnya 

1 paket  Sosialisasi 
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2.6 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui 

aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan 

kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut 

diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas 

pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan 

kegiatan sebagai berikut: 

 
Tabel 2. 8 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 
2023 Kabupaten Banjarnegara 

No 

Program/kegiat

an/ sub 

kegiatan 

Lokasi 
Indikator 

Kinerja 

Besara

n/ 

Volume 

Validasi 

1 Penyediaan 

Peralatan 

Perlindungan dan 

Kesiapsiagaan 

terhadap Bencana  

Kecamatan 

Pagentan  
Jumlah 

Peralatan 

Penyelamatan 

Diri bagi 

Individu Warga 

Negara, 

Keluarga 

maupun 

Petugas sesuai 

dengan 

Ancaman 

Bencana di 

Kawasan 

tempat 

tinggalnya  

1 paket SARPRAS 

unutuk 

BAGANA 

Kec. 

Pagentan  

2 Pelatihan 

Pencegahan dan 

Mitigasi Bencana  

Kecamatan 

wanayasa  
Jumlah warga 

negara 

termasuk 

kelompok 

rentan di 

kawasan 

rawan bencana 

kab/kota yang 

mengikuti 

pelatihan 

pencegahan 

dan mitigasi 

bencana  

1 paket  Pe;atihan 

FPRB Kec. 

Wanayasa 
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BAB III  

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan 

peraturan yang mengatur upaya-upaya dalam 

menanggulangi bencana di Indonesia. UU No. 24 Tahun 2007 

ini menjadi dasar hukum bagi upaya penanggulangan 

bencana di Indonesia dan memberikan kerangka kerja yang 

komprehensif untuk merespons bencana secara lebih efektif.  

Berdasarkan amanat UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan bencana serta sesuai dengan tugas dan 

fungsi BNPB yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB. Adapun arahan 

kebijakan dan strategis BNPB Tahun 2020-2024 adalah 

sebagai beikut : 

 

Tabel 3. 1 Arah Kebijakan dan Strategi BNPB 2020 -2024 

Arah Kebijakan Strategi 

1. Peningkatan sistem dan strategi 

Penanggulangan Bencana yang 

andal, inovatif, kolaboratif dan 

implementatif 

Penguatan sistem, strategi dan tata 

kelola penanggulangan bencana 

2. Peningkatan kesiapsiagaan 

pemerintah/pemerintah daerah, 

Lembaga usaha, masyarakat, 

akademisi dan media yang 

terkoordinasi dalam 

menghadapi bencana 

Penguatan ketahanan bencana di 

daerah rawan bencana 

3. Peningkatan layanan darurat Penguatan koordinasi dan komando 
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Arah Kebijakan Strategi 

bencana yang cepat, tepat, dan 

terkoordinasi. 

penanganan darurat. 

4. Peningkatan layanan 

pendampingan rehabilitasi dan 

rekonstruksi pascabencana 

guna mendukung pencapaian 

kebutuhan dasar dan 

kehidupan masyarakat di 

wilayah terdampak bencana 

yang berkualitas. 

Penguatan sumber daya 

pendampingan rehabilitasi dan 

rekonstruksi pascabencana. 

 

Kebijakan penanggulangan bencana di tingkat daerah 

merupakan implementasi dari arahan dan kerangka kerja 

yang ditetapkan oleh kebijakan nasional dan provinsi. 

Kebijakan nasional, yang diwakili oleh Undang-Undang No. 

24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan 

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RNPB), 

memberikan panduan strategis yang mengatur upaya 

penanggulangan bencana di seluruh Indonesia. Selain itu, 

kebijakan provinsi menyediakan arahan dan rencana aksi 

yang sesuai dengan karakteristik risiko bencana di wilayah 

provinsi masing-masing. 

Dalam menghadapi bencana, pemerintah daerah 

merumuskan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah 

(RPBD) sebagai pedoman dalam menyusun strategi mitigasi, 

pencegahan, dan respons tanggap darurat. RPBD mengacu 

pada RNPB dan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi 

(RPBP) untuk memastikan sinergi dan keselarasan dalam 

langkah-langkah yang diambil. 

Kebijakan penanggulangan bencana daerah 

memungkinkan adaptasi yang lebih mendalam dengan 
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mempertimbangkan potensi risiko bencana dan kebutuhan 

masyarakat setempat. Partisipasi aktif masyarakat, sektor 

swasta, dan lembaga terkait di tingkat daerah menjadi faktor 

kunci dalam berhasilnya kebijakan ini. Dengan demikian, 

kolaborasi antara kebijakan penanggulangan bencana di 

tingkat nasional, provinsi, dan daerah menjadi landasan yang 

kokoh dalam melindungi masyarakat, aset, dan lingkungan 

dari dampak bencana serta membangun ketahanan 

komunitas dalam menghadapi ancaman alam yang tidak 

terhindarkan. 

Tabel 3. 2 Prioritas Nasional 

Prioritas Nasional 

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan 

yang Berkualitas dan Berkeadilan 

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan 

dan Menjamin Pemerataan 

3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing 

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung 

Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan 

Bencana, dan Perubahan Iklim 

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi 

Pelayanan Publik 
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3.2  Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPBD Tahun 2024 

 

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas 

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target 

kinerja Renstra Perangkat Daerah. 

Dalam rangka mendukung Misi ke satu RKPD Tahun 

2023 sebagai pelaksanaan  RPJPD Tahun 2005 – 2025 yaitu 

:  ”Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan 

menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, 

sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan 

berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-

nilai luhuragama dan budaya masyarakat”. Tujuan yang akan 

dicapai pada misi ke satu adalah Meningkatnya Kondusivitas 

Wilayah, dengan sasaran ke dua  yaitu ”Meningkatnya 

kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam 

penanggulangan bencana”. Dengan indikator kinerja sasaran 

adalah “persentase desa tangguh bencana”.  

 

Tabel 5. 1 Sasaran Rencana Kerja BPBD Kab. Banjarnegara Tahun 2024 

No Sasaran Strategis Indikator 

Target 

Tahun 

2024 

Target 

Tahun 

2025 

1 Meningkatnya 

Efektivitas dan 

Transparansi Layanan 

Publik 

Nilai IKM 84,00 84,25 

2 Meningkatnya kualitas 

dan efektivitas 

perencanaan dan 

pencapaian kinerja 

BPBD agar efektif dan 

efisien 

Nilai SAKIP  69,65 70,00 
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No Sasaran Strategis Indikator 

Target 

Tahun 

2024 

Target 

Tahun 

2025 

3 Meningkatnya 

ketangguhan 

masyarakat 

Banjarnegara dalam 

Penanggulangan 

Bencana 

Presentase warga 

negara yang 

memperoleh layanan 

pencegahan dan 

kesiapsiagaan 

terhadap bencana 

8,96% 10,36% 

Persentase warga 

negara memperoleh 

layanan kedaruratan 

bencana 

100% 100% 

Persentase layanan 

pasca bencana 
100% 100% 

 

3.3 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Renja BPBD Kabupaten 

Banjarnegara Tahun 2024 

 

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

a. Sub-kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD. 

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

a. Sub-kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 

b. Sub-kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; 

c. Sub-kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD. 

3. Kegiatan Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
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a. Sub-kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta 

Atribut Kelengkapannya. 

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  

a. Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor; 

b. Sub-kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

a. Sub-kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin 

lainnya 

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

a. Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

b. Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

a. Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan 

b. Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

d. Sub-kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya 

B. Program Penanggulangan Bencana  

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana 

Kabupaten/ Kota 
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a. Sub-kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi 

dan Edukasi (KIE) Rawan Bencan Kabupaten/Kota 

(PerJenis Bencana). 

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

terhadap Bencana 

a. Sub-kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi 

Bencana Kabupaten/Kota; 

b. Sub-kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan 

untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 

c. Sub-kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim 

Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;  

d. Sub-kegiatan Pengendalian Operasi dan 

Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan 

terhadap Bencana Kabupaten/Kota; 

e. Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan 

dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana; 

f. Sub-kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi; 

g. Sub-kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana. 

h. Sub-kegiatan Penyusunan Rencana 

Penanggulangan Kedaruratan Bencana; 

i. Sub-kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap 

Bencana; 

j. Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan 

dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 

Kabupaten/Kota; 

3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi 

Korban Bencana 

a. Sub-kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana 

Kabupaten/Kota; 
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b. Sub-kegiatan Pencarian, Pertolongan, dan 

Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota; 

c. Sub-kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan 

dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota; 

d. Sub-kegiatan Respon cepat Bencana Non Alam 

Epidemi/Wabah Penyakit; 

e. Sub-kegiatan Aktivasi Sistem Komando 

Penanganan Darurat Bencana. 

4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan 

Bencana 

a. Sub-kegiatan Penyusunan Regulasi 

Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota; 

b. Sub-kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan 

Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana; 

c. Sub-kegiatan Koordinasi Penanganan 

Pascabencana Kabupaten/Kota 

 

Untuk rincian daftar usulan program/kegiatan/sub-

kegiatan Renja BPBD beserta anggarannya pada tahun 2024 

tercantum dalam Bab IV pada tabel TC-33.  
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BAB IV  

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

Program/kegiatan dengan anggaran merupakan bagian 

penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan 

penanggulangan bencana. Untuk mencapai sasaran-sasaran 

penanggulangan bencana, perlu dilakukan alokasi dana yang tepat 

untuk program-program dan kegiatan-kegiatan yang relevan. 

Program penanggulangan bencana mencakup berbagai aspek, 

seperti mitigasi risiko, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan, 

dan rehabilitasi pasca-bencana.  

Dalam perumusan program dan kegiatan yang efektif 

berdasarkan beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dan 

dipertimbangkan dengan cermat. Perumusan program dan kegiatan 

BPBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 dilakukan dengan 

mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :  

1. Perumusan program dan kegiatan yang berbasis pada Indikator 

Kinerja Utama (IKU) untuk memastikan bahwa upaya yang 

dilakukan sesuai dengan tujuan strategis dan mencapai hasil 

yang diharapkan. Dalam hal ini IKU BPBD yaitu Meningkatkan 

Layanan Penanggulangan Bencana dalam menghadapi ancaman 

bencana serta pengurangan risiko bencana dengan 

terbentukanya Desa Tangguh Bencana (DESTANA); 

2. Mendukung tercapaianya Standar Pelayanan Minimum (SPM) 

Sub Urusan Bencana yang telah di tetapkan oleh pemerintah. 

3. Perumusan program dan kegiatan menjadi langkah krusial 

dalam mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah 

daerah. Dengan mengidentifikasi prioritas, sasaran, dan 

kebutuhan yang dihadapi masyarakat, pemerintah daerah dapat 

merancang program dan kegiatan yang relevan dan berdampak 

positif.  
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Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju 2025 



 
 

 
49 

 

 



 
 

 
50 

 

 



 
 

 
51 

 

 



 
 

 
52 

 

 



 
 

 
53 

 

 



 
 

 
54 

 

 



 
 

 
55 

 

 




	1f072577f0f431c9016354d8445b5d26999b0a46bb06d797d23c7de76bb58a0d.pdf
	bb979e16a4803fa90e69c6b579e4fd4e166f007de2edc237b3369232ee3dfbcc.pdf
	1f072577f0f431c9016354d8445b5d26999b0a46bb06d797d23c7de76bb58a0d.pdf
	bb979e16a4803fa90e69c6b579e4fd4e166f007de2edc237b3369232ee3dfbcc.pdf

